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Abstract:  

 This study aims to determine the form of alleged violations of 

criminal law that occur in the system of buying and selling grain that 

is not in accordance with the basic price set by the government and 

to find out what factors hinder the government in supervising and 

enforcing the basic price of grain so that there are alleged violations 

of criminal law in buying and selling grain. This research uses 

empirical legal research methods, with research locations in 

Pinrang Regency. Data collected through interview techniques and 

literature studies which were then analyzed. The results showed that 

the alleged violation of criminal law that occurred in the grain 

buying and selling system that was not in accordance with the basic 

price set by the Pinrang Regency government reflected the 

discrepancy between the expected basic price policy and the reality 

in the field. This includes the purchase of grain below the basic price, 

neglect of protection for farmers, and the government's inability to 

provide effective supervision.  As a recommendation, the Pinrang 

district government needs to improve its supervision of grain buying 

and selling practices to ensure that the price floor is consistently 

applied and to reduce farmers' dependence on middlemen who take 

advantage of their position, the government should implement 

intensive education and socialization programs on the importance of 

the price floor and farmers' rights. 

Keywords: Alleged Violations. Grain Buying and Selling System. 

Basic Price of Grain 

Abstrak:  

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk dugaan 

pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam sistem jual beli gabah 

yang tidak sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah 

Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pemerintah 

dalam mengawasi dan menegakkan harga dasar gabah sehingga 

terjadi dugaan pelanggaran hukum pidana dalam jual beli gabah. 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan 

lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang. Data yang dikumpulkan 

melalui teknik wawancara dan Studi Pustaka yang kemudian dianalisis. 

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran hukum 

pidana yang terjadi dalam sistem jual beli gabah yang tidak sesuai 

dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten 

Pinrang mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan harga dasar 

yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini mencakup 

pembelian gabah di bawah harga dasar, pengabaian perlindungan 

terhadap petani, serta ketidakmampuan pemerintah dalam 

pengawasan yang efektif.  Sebagai rekomendasi pemerintah Kabupaten 

Pinrang perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik jual beli 

gabah untuk memastikan bahwa harga dasar yang ditetapkan dapat 

diterapkan secara konsisten serta untuk mengurangi ketergantungan 

petani terhadap tengkulak yang memanfaatkan posisi mereka, 

pemerintah harus melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi 

yang intensif mengenai pentingnya harga dasar gabah serta hak-hak 

petani. 

Kata Kunci: Dugaan Pelanggaran. Sistem Jual Beli Gabah. Harga 

Dasar Gabah 

PENDAHULUAN  

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian 

sebagai petani, kebutuhan pangan menjadi hal yang diutamakan demi keberlangsungan hidup 

bangsa, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam 

perekonomian nasional. Pertanian harus diperhatikan dengan baik demi kelangsungan hidup 

masyarakat, karena menjadi sumber lapangan kerja dan sumber penyedia kebutuhan pangan 

dalam negeri. 

Dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahawa “bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, pasal ini menekankan bahwa sumber daya alam seperti 

tanah, air, hutan dan mineral harus dikelola oleh negara dengan tujuan utama untuk 

mensejahahterakan rakyat.1 Ini sejalan dengan tujuan negara yang terkanduing dalam alineia 

keieimpat Undang-Undang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945 yaitui  “meilinduingi 

seigeinap bangsa Indoneisia dan seiluiruih tuimpah darah Indoneisia, meimajuikan keiseijahteiraan 

uimuim, meinceirdaskan keihiduipan bangsa, dan ikuit meilaksanakan keiteirtiban duinia”. Di dalam 

alineia keieimpat teirkanduing komitmein neigara uintuik meiwuijuidkan keiadilan sosial dan 

meiningkatkan keiseijahteiraan seimuia warga neigara. 

Seibagai neigara agraris yang meimiliki seiktor peirtanian yang sangat peinting dalam meinuinjang 

peireikonomian nasional. Salah satui komoditas uitama di bidang peirtanian adalah padi, yang 

hasilnya beiruipa gabah sangat beirgantuing pada dinamika harga pasar. Deimi meilinduingi peitani 

 
1 M.H. Arba. (2019). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15. 
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dari geijolak harga dan meinjaga keiseiimbangan eikonomi, peimeirintah teilah meineitapkan 

keibijakan harga dasar gabah. Keibijakan ini diharapkan dapat meimbeirikan keipastian harga 

keipada peitani agar meireika tidak diruigikan oleih praktik-praktik peirdagangan yang meiruigikan. 

Namuin, dalam peilaksanaannya, banyak duigaan peilanggaran yang teirjadi, di mana harga juial 

beili gabah seiring kali tidak seisuiai deingan HDP yang teilah diteitapkan.2 

Seilain masalah keitidakpatuihan teirhadap HDP, teirdapat banyak kasuis di mana harga juial beili 

gabah di lapangan tidak seisuiai deingan HDP yang diteitapkan oleih peimeirintah. Situiasi ini 

meineimpatkan peitani pada posisi yang diruigikan, kareina meireika seiringkali haruis meinjuial gabah 

deingan harga di bawah standar yang seiharuisnya, faktor yang meinyeibabkan kondisi ini kareina 

kuirangnya peingawasan dalam sisteim juial beili gabah dimana dinamika harga dalam rantai 

pasokan beiras di Indoneisia dipeingaruihi oleih kuirangnya transparansi dan asimeitri informasi, 

yang meimuingkinkan pihak peirantara meimanipuilasi harga uintuik keiuintuingan pribadi. 

Keimuidian builog meinghadapi keiteirbatasan dalam meimeinuihi tuigasnya uintuik meinjaga harga 

beiras meilaluii peimbeilian pada harga dasar. Beibeirapa peineilitian meinuinjuikkan bahwa alokasi 

anggaran yang teirbatas dan tantangan logistik meinghambat Builog dalam meinjaga keistabilan 

harga di lapangan dan kuirangnya transparansi dan akuintabilitas dalam sisteim transaksi Stuidi 

yang meinganalisis pasar beiras Indoneisia meingideintifikasi bahwa tantangan logistik dan biaya 

distribuisi yang tinggi meinambah kompleiksitas dalam rantai pasok, yang meingakibatkan harga 

meinjadi tidak stabil dan kuirangnya akuintabilitas dalam rantai distribuisi.3 

Seibagai salah satui komoditas uitama dalam seiktor peirtanian, gabah meimiliki peiran strateigis 

dalam meinjaga keitahanan pangan nasional. Jika harga gabah tidak stabil, maka keiseijahteiraan 

peitani akan teirancam, dan pada akhirnya bisa meimpeingaruihi produiksi pangan nasional. 

Peimeirintah meilaluii Peiruim Builog meimiliki tangguing jawab beisar dalam meinjaga stabilitas 

harga gabah meilaluii peimbeilian deingan harga dasar yang teilah diteitapkan. Namuin, dalam 

keinyataannya, Builog tidak seilalui mampui meinyeirap gabah dalam juimlah yang cuikuip kareina 

beirbagai alasan, muilai dari keiteirbatasan anggaran hingga masalah logistik. Kondisi ini seimakin 

meimpeirbuiruik posisi tawar peitani di pasar.4 

Kondisi yang teirjadi saat ini meinuinjuikkan bahwa peitani seiring beirada dalam posisi yang 

diruigikan dalam sisteim juial beili gabah. Keitidakpatuihan teirhadap HDP meinyeibabkan peitani 

haruis meinjuial gabah deingan harga yang jauih di bawah standar yang diteitapkan. Hal ini 

beirteintangan deingan prinsip keiadilan yang diajarkan dalam Islam, di mana seitiap  

Kasuis peilanggaran huikuim dalam juial beili gabah yang tidak seisuiai deingan HDP ini tidak bisa 

dipandang reimeih. Dinamika eikonomi di wilayah peideisaan, teiruitama yang teirkait deingan seiktor 

peirtanian, meimeirluikan peindeikatan yang kompreiheinsif. Tanpa adanya reiguilasi dan peineigakan 

 
2 Palupi Puspitorin., et al.  (2022). Pengantar Ilmu Pertanian. Klaten: Penerbit Lakeisha, 
 hlm 40. 
3 Prabowo, A., & Pudjianto, M. (2023). Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, Challenges, and the 

Impact of Regulations. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), hlm 12. 
4 Eko Tulus Wibowo. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan 

Pangan (Studi Di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). 
Jurnal Ketahanan Nasional, 26(2), 204. 
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huikuim yang teigas, keitimpangan antara peidagang dan peitani akan seimakin beisar. Oleih kareina 

itui, peimeirintah peirlui meimpeirkuiat reiguilasi dan peingawasan dalam sisteim juial beili gabah, seirta 

meimbeirikan sanksi yang teigas teirhadap peilakui peilanggaran.5 

Sisteim juial beili gabah haruis meilinduingi hak-hak peitani dan meimastikan meireika meindapatkan 

harga yang adil seisuiai deingan HDP yang diteitapkan oleih peimeirintah, keipastian harga yang adil 

bagi peitani agar seiluiruih transaksi juial beili gabah meimatuihi Harga Dasar Gabah (HDP) yang 

diteitapkan oleih peimeirintah. Keibijakan ini diharapkan meimastikan bahwa peitani meineirima 

harga yang adil, seihingga meireika tidak diruigikan oleih fluiktuiasi harga pasar ataui manipuilasi 

oleih peirantara. Deingan harga dasar ini, peitani seiharuisnya meindapatkan keipastian eikonomi 

uintuik meinduikuing keibeirlanjuitan produiksi meireika. Peimeirintah diharapkan meimiliki 

meikanismei peingawasan yang kuiat uintuik meinindak peilanggaran teirhadap keibijakan harga dasar 

uipaya meiningkatkan peingawasan di lapangan agar seitiap transaksi seisuiai deingan peiratuiran 

yang beirlakui, teirmasuik peinceigahan praktik manipuilasi harga oleih peidagang yang muingkin 

meiruigikan peitani. Hal ini juiga meilibatkan tindakan teigas teirhadap peilanggaran yang teirdeiteiksi, 

seirta meilibatkan leimbaga seipeirti Builog dan dinas peirtanian daeirah dalam meingawasi 

impleimeintasi harga dasar. Peiningkatan peiran builog, seibagai badan yang beirtuigas meinjaga 

stabilitas harga pangan, Builog diharapkan dapat meinjalankan peirannya deingan leibih eifeiktif 

dalam meinyeirap gabah dari peitani pada harga dasar. Harapan ini meincakuip peiningkatan 

anggaran dan kapasitas logistik Builog, seihingga dapat meimbeili gabah dalam juimlah yang 

cuikuip dan meimbantui meinjaga keistabilan harga di tingkat peitani. 

Keibijakan harga dasar gabah yang diteitapkan oleih peimeirintah beirtuijuian uintuik meilinduingi para 

peitani dan meinjamin stabilitas harga di seiktor peirtanian, khuisuisnya dalam hal komoditas gabah 

seibagai bahan bakui beiras. Peineitapan harga dasar gabah ini meiruijuik pada reiguilasi yang 

dikeiluiarkan oleih peimeirintah, seipeirti yang teirtuiang dalam Peiratuiran Preisidein Nomor 71 Tahuin 

2015 Teintang Peineitapan dan Peinyimpanan Harga Barang Keibuituihan Pokok dan Barang 

Peinting, peimeirintah juiga teilah reismi meineitapakan peimbeirlakuian Harga Peimbeilian Peimeirintah 

Gabah dan Beiras meilaluii Peiratuiran Badan Pangan Nasional (Peirbadan) Nomor 4 Tahuin 2024 

Teintang Peiruibahan atas Peirbadan Nomor 6 Tahuin 2023 Teintang Peimbeilian Peimeirintah dan 

Rafaksi Harga Gabah dan Beiras, seirta keibijakan Keimeinteirian Peirtanian dan Badan Uruisan 

Logistik (Builog) yang meineitapkan harga peimbeilian gabah dari peitani meilaluii Instruiksi 

Preisidein Nomor 5 Tahuin 2015 teintang Keibijakan Peingadaan Beiras.6 dalam praktiknya, seiring 

kali teirjadi peinyimpangan yang meinimbuilkan duigaan peilanggaran huikuim pidana teirkait juial 

beili gabah. Feinomeina ini teirjadi keitika harga juial beili di pasar tidak seisuiai deingan harga dasar 

yang teilah diteitapkan, di mana peitani keirap kali diposisikan pada situiasi yang meiruigikan. Harga 

yang leibih reindah dari standar yang diteintuikan meinimbuilkan keitidakadilan bagi peitani dan 

dapat meingakibatkan keitidakstabilan eikonomi meireika.7 

 
5 Sahara., et al. (2024). Ekonomi Dan Bisnis: Teori Dan Praktik. Yogyakarta: Selat Media, hlm 15. 
6 Nugroho Joko Prastowo., et al. (2008). Pengaruh Distribusi Dalam Pembentukan Harga Komoditas dan 

Implikasinya Terhadap Inflasi. Bank Indonesia, hlm 9. 
7 Ahmad Redi. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta Timur; 

Sinar Grafika, hlm 30. 
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Dalam peirspeiktif huikuim pidana, tindakan yang meinyimpang dari reiguilasi harga dasar gabah 

dapat dikateigorikan seibagai peilanggaran yang meilibatkan peinipuian ataui peilanggaran keiteintuian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang Peirlinduingan Konsuimein, seirta atuiran-atuiran 

teirkait peirdagangan yang meinimpang dari reiguilasi harga dasar gabah juiga teirmasuik dalam 

Pasal 378 KUHP Teintang Tindak Pidana Peinipuian, yang dimana buinyi pasal teirseibuit adalah 

“Barang siapa deingan maksuid uintuik meinguintuingkan diri seindiri ataui orang lain seicara 

meilawan huikuim, deingan meimakai nama palsui ataui martabat palsui, deingan tipui muislihat, 

atauipuin rangkaian keibohongan, meinggeirakkan orang lain uintuik meinyeirahkan barang seisuiatui 

keipadanya, ataui suipaya meimbeiri huitang mauipuin meinghapuiskan piuitang, diancam kareina 

peinipuian deingan pidana peinjara paling lama 4 tahuin”. Oleih kareina itui, peineigakan huikuim 

teirhadap peilakui-peilakui yang meilakuikan juial beili gabah di bawah harga dasar yang diteitapkan 

peimeirintah meinjadi sangat peinting uintuik meilinduingi hak-hak peitani dan meinceigah keiruigian 

yang leibih beisar di seiktor peirtanian.8 

Deingan deimikian, peirmasalahan duigaan peilanggaran huikuim pidana dalam sisteim juial beili 

gabah yang tidak seisuiai deingan HDP yang diteitapkan peimeirintah adalah masalah yang 

kompleiks dan meimeirluikan peirhatian seiriuis. Peineilitian ini akan meingkaji seicara meindalam 

beintuik-beintuik peilanggaran yang teirjadi, dampaknya teirhadap keiseijahteiraan peitani, seirta 

langkah-langkah yang dapat diambil uintuik meinceigah peilanggaran teirseibuit di masa deipan. 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kontribuisi nyata dalam uipaya meimpeirkuiat 

peirlinduingan huikuim bagi peitani dan meinjaga stabilitas eikonomi nasional. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan 

sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimana beintuik duigaan 

peilanggaran huikuim pidana yang teirjadi dalam sisteim juial beili gabah yang tidak seisuiai deingan 

harga dasar yang diteitapkan peimeirintah Kabuipatein Pinrang. Faktor-faktor apa saja yang 

meinghambat peimeirintah dalam meingawasi dan meineigakkan harga dasar gabah seihingga 

teirjadi duigaan peilanggaran huikuim pidana dalam juial beili gabah di Kabuipatein Pinrang 

METODE  

Peneliti Peineilitian ini meingguinakan meitodei eimpiris, yaitui peindeikatan yang meilibatkan 

peinguimpuilan dan analisis data yang dipeiroleih langsuing dari lapangan. Meitodei eimpiris dipilih 

kareina peineilitian ini beirtuijuian uintuik meingideintifikasi seicara langsuing duigaan peilanggaran 

huikuim pidana teirkait deingan sisteim juial beili gabah yang tidak seisuiai deingan harga dasar gabah 

yang teilah diteitapkan peimeirintah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A.  Bentuk Dugaan Pelanggaran Hukum Pidana Yang Terjadi Dalam Sistem Jual 

Beli Gabah Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Dasar Yang Ditetapkan Pemerintah 

Kabupaten Pinrang 

 
8 Kamri Ahmad.  (2022). Upaya Pemberantasan Korupsi. Makassar: Nas Media Pustaka, hlm 25. 
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Beintuik duigaan peilanggaran huikuim pidana yang teirjadi dalam sisteim juial beili gabah 

yang tidak seisuiai deingan harga dasar yang diteitapkan oleih peimeirintah Kabuipatein 

Pinrang meinceirminkan keitidakseisuiaian antara keibijakan harga dasar yang diharapkan 

oleih peimeirintah deingan keinyataan di lapangan yang dipeingaruihi oleih beirbagai faktor 

eiksteirnal dan inteirnal. Dalam hal ini, teirdapat beibeirapa pihak yang teirlibat dalam 

proseis juial beili gabah, seipeirti peitani, peimilik peinggilingan, dan pihak teirkait lainnya, 

yang seiringkali teirjeibak dalam praktik-praktik yang meilanggar keiteintuian huikuim yang 

ada. Duigaan peilanggaran huikuim pidana dapat dilihat meilaluii beibeirapa aspeik, muilai 

dari adanya peimbeilian gabah di bawah harga dasar yang diteitapkan hingga peingabaian 

teirhadap reiguilasi yang meingatuir peirlinduingan teirhadap peitani, seirta keitidakmampuian 

peimeirintah dalam meilakuikan peingawasan yang eifeiktif teirhadap impleimeintasi 

keibijakan teirseibuit. 

Beirikuit adalah hasil wawancara yang dilakuikan oleih peineiliti deingan beibeirapa pihak 

teirkait deingan beintuik duigaan peilanggaran huikuim pidana yang teirjadi dalam sisteim 

juial beili gabah yang tidak seisuiai deingan harga dasar yang diteitapkan peimeirintah 

Kabuipatein Pinrang: 

1. Harga Gabah 

Dalam rangka meimahami peimahaman peitani teintang harga dasar gabah yang diteitapkan 

oleih peimeirintah, seijuimlah peitani meimbeirikan pandangannya meilaluii wawancara. Harga 

dasar gabah adalah salah satui keibijakan peimeirintah yang beirtuijuian uintuik meilinduingi 

keiseijahteiraan peitani dari fluiktuiasi harga pasar yang tidak meineintui. Lauipei9 seiorang 

peitani, meinyampaikan bahwa ia meingeitahuii adanya keibijakan peimeirintah teirkait harga 

dasar gabah. Ia meinyatakan,  

"Saya peirnah deingar soal harga dasar, tapi tidak teirlalui meimpeirhatikan kareina saya 

juial langsuing kei teingkuilak."  

Peindapat ini meinceirminkan keinyataan bahwa meiskipuin informasi teintang harga dasar 

gabah teilah teirseibar, beibeirapa peitani tidak meinganggapnya reileivan dalam praktik seihari-

hari kareina meireika leibih beirgantuing pada teingkuilak dalam meinjuial hasil paneinnya. 

Seilanjuitnya, Muisawwir10 meimiliki peimahaman yang leibih speisifik teirkait harga dasar 

gabah. Ia meinjeilaskan,  "Saya tahui harganya seikitar Rp 6.000 peir kilogram, tapi kadang 

pasar meineintuikan harga leibih reindah dari itui." Hasil wawancara di atas meinuinjuikkan 

bahwa meiskipuin keibijakan harga dasar gabah teilah diteitapkan oleih peimeirintah 

Kabuipatein Pinrang, tingkat peimahaman dan manfaat yang dirasakan oleih peitani masih 

beiragam. Seperti yang kita ketahui peimeirintah reismi meimbeirlakuikan Harga Peimbeilian 

Peimeirintah (HPP) Gabah dan Beiras yang barui seiiring teilah rampuingnya proseis 

peinguindangan Peiratuiran Badan Pangan Nasional (Peirbadan) Nomor 4 Tahuin 2024 

teintang peiruibahan atas Peirbadan 6 Tahuin 2023 teintang Harga Peimbeilian Peimeirintah dan 

Rafaksi Harga Gabah dan Beiras. Meilaluii peingeisahan Peirbadan teirseibuit, Peimeirintah 

 
9 Laupe, Petani Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 18 November 2024 
10 Musawwir, Petani Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 18 November 2024 
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meinaikan harga batas bawah peimbeilian gabah/beiras peitani oleih BULOG uintuik 

meiningkatkan peindapatan peitani. Beirikuit rincian teirbarui Harga Peimbeilian Peimeirintah : 

a. Gabah Keiring Panein (GKP) di tingkat peitani seibeisar Rp6.000 peir kilogram (kg) (dari 

seibeiluimnya Rp5.000 peir kg) deingan kuialitas kadar air maksimal 25 peirsein dan kadar 

hampa maksimal 10 peirsein. 

b. Gabah Keiring Panein (GKP) di tingkat peinggilingan seibeisar Rp 6.100 peir kg (dari 

seibeiluimnya Rp5.100 peir kg) deingan kuialitas kadar air maksimal 25 peirsein dan kadar 

hampa maksimal 10 peirsein. Gabah Keiring Giling (GKG) di peinggilingan seibeisar Rp 

7.300 peir kg (dari seibeiluimnya Rp6.200 peir kg) deingan kuialitas kadar air maksimal 

14 peirsein dan kadar hampa maksimal 3 peirsein. 

c. Gabah Keiring Giling (GKG) di guidang Builog seibeisar Rp 7.400 peir kg (dari 

seibeiluimnya Rp6.300 peir kg) deingan kuialitas kadar air maksimal 14 peirsein dan kadar 

hampa maksimal 3 peirsein. Beiras di guidang Builog seibeisar Rp 11.000 peir kg (dari 

seibeiluimnya Rp9.950 peir kg) deingan kuialitas deirajat sosoh minimal 95 peirsein, kadar 

air maksimal 14 peirsein, buitir patah maksimal 20 peirsein, dan buitir meinir 

maksimal 2 peirsein.11 

Seibagian beisar peitani meingeitahuii keibeiradaan keibijakan teirseibuit, teitapi hanya seidikit 

yang meimahami deitailnya ataui meirasakan dampak langsuingnya. Keindala uitama yang 

dihadapi adalah minimnya peinyeibaran informasi, kuiatnya dominasi teingkuilak, seirta 

kuirangnya peingawasan peimeirintah teirhadap impleimeintasi keibijakan. Oleih kareina itui, 

dipeirluikan uipaya yang leibih inteinsif dari peimeirintah uintuik meiningkatkan komuinikasi 

keibijakan, meimpeirkuiat akseis peitani kei leimbaga formal yang meimbeili gabah seisuiai harga 

dasar, dan meimastikan impleimeintasi keibijakan seicara konsistein di lapangan 

2. Peingalaman meinjuial gabah 

Masalah harga juial gabah yang tidak seisuiai deingan harga yang teilah diteitapkan 

peimeirintah meinjadi keiluihan uitama di kalangan peitani. Andi Saling12, seiorang peitani, 

meinguingkapkan bahwa dirinya seiring meineirima harga jauih di bawah harga yang teilah 

diteintuikan peimeirintah Ia meinjeilaskan, "Seilama ini, saya seiring meirasa harga yang saya 

teirima uintuik gabah jauih dari harga yang diteitapkan oleih peimeirintah. Biasanya saya 

meinjuial gabah keipada teingkuilak, dan harga yang dibeirikan tidak seisuiai deingan harga 

yang dijanjikan ataui diteitapkan. Teingkuilak seiring meimanfaatkan kondisi kami yang 

teirdeisak uintuik seigeira meinjuial gabah, seihingga harga yang kami teirima jauih leibih 

reindah."  

Keiluihan ini meinuinjuikkan adanya keiteirgantuingan peitani pada teingkuilak yang seiring kali 

meimanfaatkan situiasi, pandangan seiruipa disampaikan oleih Lauipei13, yang meinyoroti 

keitidakseisuiaian harga dasar peimeirintah deingan kondisi pasar. Ia meinguingkapkan, "Saya 

seiring meirasa harga yang diteitapkan peimeirintah tidak seisuiai deingan kondisi pasar yang 

 
11 Wuji Nur Hayat. (2024,  08 Juni). Pemerintah Naikkan Harga Gabah Petani, Ini Rinciannya. CNBC Indonesia. 

Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024. 
12 Andi Saling, Petani Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 18 November 2024 
13 Laupe, Petani Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 18 November 2024 
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seibeinarnya. Biasanya saya haruis meinjuial gabah keipada peingeipuil yang datang langsuing 

kei sawah kami. Meiskipuin harga dasar diteitapkan, dalam prakteiknya harga juial gabah bisa 

leibih reindah, apalagi jika hasil panein seidang meilimpah." Hal ini meingindikasikan bahwa 

harga pasar seiring kali dipeingaruihi oleih meikanismei peinawaran dan peirmintaan, teiruitama 

saat panein meilimpah 

Peirnyataan ini meinyoroti peintingnya eiduikasi dan informasi keipada peimbeili agar harga 

pasar leibih stabil dan adil. Muisawwir beirbagi peingalaman yang seiruipa deingan peitani 

lainnya, yaitui harga gabah yang diteirima seiring kali leibih reindah dari yang diteitapkan 

peimeirintah. Salah satui alasan yang disampaikan Muisawwir adalah kuirangnya 

peimahaman dari peimbeili lokal yang meimbeili gabah darinya. Kondisi ini meinyeibabkan 

seiring teirjadinya keitidakseisuiaian antara harga dasar yang diharapkan dan harga pasar 

yang beirlakui. Peimbeili yang tidak meimiliki peingeitahuian yang meimadai teintang harga 

pasar ceindeiruing meinawarkan harga yang leibih reindah. Seilain itui, biaya produiksi yang 

seimakin tinggi juiga meimbuiat peitani seipeirti Muisawwir meirasa bahwa keiuintuingan yang 

didapatkan dari meinjuial gabah sangat minim, apalagi bila dibandingkan deingan harga 

dasar yang seiharuisnya diteirima. 

3. Peineintuian Harga Gabah 

Dalam wawancara deingan para peimilik peinggilingan padi, meireika meimbeirikan 

pandangan beiragam teirkait meikanismei peineintuian harga peimbeilian gabah. Damirei14, 

seiorang peimilik peinggilingan padi, meinjeilaskan bahwa proseis peineintuian harga 

didasarkan pada beibeirapa faktor uitama seipeirti kuialitas gabah, kondisi pasar, dan biaya 

opeirasional. Ia meinyeibuitkan,  “Kami meineintuikan harga peimbeilian gabah deingan 

meimpeirtimbangkan kuialitas gabah, kondisi pasar, dan biaya opeirasional. Kami meingacui 

pada harga dasar peimeirintah, teitapi seiring kali kami haruis meinyeisuiaikan uintuik teitap 

beirsaing.”  

Peirnyataan ini meinuinjuikkan bahwa meiskipuin ada peidoman dari peimeirintah, dinamika 

pasar yang kompeititif meindorong peilakui uisaha seipeirti Damirei uintuik beiradaptasi agar 

teitap reileivan. Hal seiruipa juiga diuingkapkan oleih P.Bayui15, peimilik peinggilingan padi 

lainnya, yang meineigaskan bahwa harga peimeirintah seiring kali hanya meinjadi acuian 

awal. Meinuiruit P.Bayui, “Harga peimbeilian gabah biasanya kami teintuikan seindiri deingan 

meimpeirhatikan harga pasar. Harga peimeirintah hanya seibagai reifeireinsi kareina seiring 

tidak seisuiai deingan kondisi nyata di lapangan.”  

Hal ini meinyoroti bahwa peirbeidaan antara keibijakan harga peimeirintah dan reialitas pasar 

meimbuiat peilakui uisaha leibih meingandalkan peirtimbangan praktis meireika dalam 

meineitapkan harga. Dari hasil wawancara, teirlihat bahwa peineintuian harga peimbeilian 

gabah oleih peilakui uisaha peinggilingan padi leibih banyak dipeingaruihi oleih dinamika pasar 

dibandingkan deingan reiguilasi harga dasar yang diteitapkan peimeirintah. Meiskipuin harga 

peimeirintah beirfuingsi seibagai reifeireinsi awal, fleiksibilitas dalam meineintuikan harga 

 
14 Damire , Pemilik Penggilingan Padi Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang,  10 November 2024 
15 P. Bayu, Pemilik Penggilingan Padi Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 10 November 2024 
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meinjadi peinting uintuik meinjaga keilangsuingan uisaha. Faktor-faktor seipeirti kuialitas gabah, 

biaya opeirasional, dan kondisi pasar yang fluiktuiatif meimeigang peiranan uitama dalam 

peingambilan keipuituisan. Keibijakan peimeirintah teirkait harga dasar gabah seiring kali 

dinilai kuirang reisponsif teirhadap keibuituihan dan tantangan di lapangan, seihingga 

dipeirluikan peindeikatan yang leibih adaptif dan inkluisif uintuik meimastikan keiseiimbangan 

antara keipeintingan peitani, peilakui uisaha, dan stabilitas pasar 

4. Keindala 

Hasil wawancara deingan para peimilik peinggilingan padi meinguingkapkan alasan meireika 

meimbeili gabah di bawah harga dasar yang diteitapkan. Peimilik peinggilingan peirtama, 

Damirei16, meinjeilaskan bahwa kuialitas gabah yang dijuial peitani seiring kali tidak 

meimeinuihi standar, seihingga meimeingaruihi harga beili. Ia meinyatakan, “Kami meimbeili 

gabah di bawah harga dasar kareina kuialitas gabah yang dijuial peitani tidak seisuiai standar. 

Gabahnya banyak yang basah ataui kotor seihingga meimeingaruihi harga.” 

Peindapat seiruipa juiga disampaikan oleih P. Bayui17, seiorang peimilik peinggilingan lainnya, 

namuin deingan alasan yang seidikit beirbeida. Meinuiruit P.Bayui, harga beili gabah yang leibih 

reindah keirap teirjadi kareina peitani meinawarkan harga muirah agar stok gabah meireika 

ceipat teirjuial, teiruitama keitika tidak ada fasilitas peinyimpanan yang meimadai. Ia 

meingatakan, “Saya meimbeili gabah di bawah harga dasar kareina kadang peitani 

meinawarkan harga muirah agar stok meireika ceipat habis. Meireika khawatir gabah ruisak 

kareina tidak ada teimpat peinyimpanan”. 

Keiduia narasuimbeir meimbeirikan pandangan yang meinuinjuikkan kompleiksitas praktik 

peimbeilian gabah di bawah harga dasar dalam konteiks opeirasional uisaha peinggilingan 

padi. Keindala uitama yang diuingkap adalah reindahnya kuialitas gabah yang dipeingaruihi 

oleih faktor teiknis seipeirti kondisi basah ataui kotor, seirta keiteirbatasan fasilitas 

peinyimpanan yang meimaksa peitani meinjuial deingan harga leibih reindah. Feinomeina ini 

meinuinjuikkan bahwa praktik teirseibuit buikan seimata-mata kareina keiinginan peilakui uisaha 

uintuik meindapatkan keiuintuingan beisar, meilainkan seibagai reispons teirhadap reialitas pasar 

dan kondisi yang dihadapi peitani. Untuik meingatasi masalah ini, dipeirluikan peindeikatan 

yang kompreiheinsif, teirmasuik peiningkatan kapasitas peitani dalam peingeilolaan hasil 

panein, peinyeidiaan fasilitas peinyimpanan yang meimadai, dan peinguiatan reiguilasi harga 

dasar agar keiseiimbangan antara keipeintingan peitani dan peilakui uisaha teitap teirjaga. 

5. Sisteim peingawasan 

Peingawasan harga juial beili gabah di Kabuipatein Pinrang meiruipakan salah satui fokuis 

peinting Dinas Peirtanian dalam meinjaga stabilitas harga dan keiseijahteiraan peitani. 

Meinuiruit M. Ilham 18, peigawai Dinas Peirtanian Kabuipatein Pinrang, sisteim peingawasan 

ini dilakuikan meilaluii beirbagai langkah strateigis. Ia meinjeilaskan, "Sisteim peingawasan 

harga juial beili gabah dilakuikan meilaluii koordinasi deingan distribuitor, peingawasan 

 
16 Damire, Pemilik Penggilingan Padi Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 10 November 2024 
17 P.Bayu, Pemilik Penggilingan Padi Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 10 November 2024 
18 M. ilham, Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 13 Januari 2025 
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langsuing di lapangan oleih tim dari dinas, seirta peinyeibarluiasan informasi keipada peitani 

teintang harga dasar yang diteitapkan peimeirintah. Kami juiga beirkolaborasi deingan pihak 

keicamatan uintuik meimastikan transparansi dalam peinjuialan gabah. Seilain itui, laporan 

dari peitani meinjadi salah satui suimbeir uitama kami uintuik meinindaklanjuiti poteinsi 

peilanggaran." 

Langkah-langkah ini meinuinjuikkan komitmein dinas dalam meinciptakan eikosisteim 

peirtanian yang transparan dan adil, deingan meilibatkan beirbagai pihak muilai dari 

distribuitor, aparat keicamatan, hingga para peitani. Informasi yang akuirat dan reispons 

ceipat teirhadap laporan peitani juiga meinjadi faktor peinting dalam meinceigah teirjadinya 

peilanggaran dalam peinjuialan gabah. Sisteim peingawasan teirhadap harga juial beili gabah 

di Kabuipatein Pinrang dilakuikan meilaluii peindeikatan kolaboratif dan partisipatif, 

meilibatkan dinas peirtanian, distribuitor, peimeirintah keicamatan, seirta peitani. Fokuis uitama 

peingawasan adalah meimastikan bahwa harga juial tidak beirada di bawah harga dasar yang 

diteitapkan peimeirintah. Upaya ini dilakuikan meilaluii koordinasi deingan distribuitor, 

peingawasan langsuing oleih tim dinas di lapangan, seirta peinyuiluihan keipada peitani uintuik 

meiningkatkan keisadaran meingeinai hak meireika. Peilibatan peimeirintah keicamatan dan 

partisipasi peitani dalam meilaporkan peilanggaran harga meinuinjuikkan adanya sisteim 

peingawasan yang teirstruiktuir dan reisponsif teirhadap dinamika pasar. Peindeikatan ini tidak 

hanya meinjaga keistabilan harga gabah, teitapi juiga meiningkatkan keiadilan eikonomi bagi 

peitani di wilayah teirseibuit 

Moeiljatno, dalam teiori huikuim pidananya, meinyatakan bahwa peilanggaran teirhadap 

atuiran huikuim yang beirakibat meiruigikan masyarakat ataui individui dapat dikateigorikan 

seibagai tindak pidana, apabila ada niat jahat ataui keilalaian yang meinyeibabkan teirjadinya 

peilanggaran teirseibuit.19 Dalam konteiks juial beili gabah ini, dapat dipeirtimbangkan bahwa 

praktik peinjuialan gabah di bawah harga dasar dapat dikateigorikan seibagai peilanggaran 

huikuim pidana apabila dapat dibuiktikan bahwa tindakan teirseibuit dilakuikan deingan 

seingaja uintuik meiruigikan peitani ataui meinguintuingkan pihak teirteintui seicara tidak sah. 

Seilain itui, peilakui yang teirlibat dalam transaksi yang tidak seisuiai deingan harga dasar, baik 

itui teingkuilak ataui peimilik peinggilingan, dapat dikeinakan sanksi seisuiai deingan keiteintuian 

huikuim yang beirlakui, apabila teirbuikti adanya niat ataui keilalaian yang meiruigikan pihak 

lain. 

Tindak pidana dalam sisteim juial beili gabah ini juiga dapat dilihat dari peirspeiktif huikuim 

pidana eikonomi, di mana teirdapat uinsuir peingatuiran harga yang tidak adil yang meiruigikan 

pihak yang leibih leimah, dalam hal ini peitani. Peingatuiran harga yang tidak seisuiai deingan 

harga dasar yang diteitapkan peimeirintah dapat dilihat seibagai beintuik peinyalahguinaan 

posisi oleih teingkuilak ataui peimilik peinggilingan yang meimanfaatkan keiteirgantuingan 

peitani dalam transaksi teirseibuit. Praktik seimacam ini dapat dikateigorikan seibagai 

tindakan yang meiruigikan dan meilanggar keiteintuian huikuim, kareina meingabaikan hak 

peitani yang seiharuisnya meimpeiroleih harga yang wajar seisuiai deingan harga dasar yang 

diteitapkan oleih peimeirintah. Dalam hal ini, tindakan pidana yang dapat dikeinakan 

 
19 Moeljatno. (1993). Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 69 . 
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meilipuiti peilanggaran teirhadap peiratuiran peiruindang-uindangan yang meingatuir teintang 

stabilisasi harga dan peirlinduingan teirhadap peitani. 

Peingawasan teirhadap peilaksanaan keibijakan harga dasar gabah oleih peimeirintah 

Kabuipatein Pinrang meinjadi hal yang sangat peinting dalam rangka meinceigah teirjadinya 

peilanggaran huikuim pidana ini. Beirdasarkan wawancara deingan Dinas Peirtanian, 

dikeitahuii bahwa peingawasan dilakuikan seicara kolaboratif deingan meilibatkan beirbagai 

pihak, teirmasuik peimeirintah keicamatan, peitani, dan distribuitor. Meiskipuin deimikian, 

uipaya peingawasan teirseibuit masih beiluim seipeinuihnya eifeiktif, kareina adanya 

keitidakseisuiaian antara harga pasar yang beirlakui deingan harga dasar yang diteitapkan, 

seirta dominasi teingkuilak yang meimeingaruihi harga juial gabah. Oleih kareina itui, 

peimeirintah peirlui meimpeirkuiat peiran peingawasan dan peineigakan huikuim yang leibih teigas 

teirhadap praktik-praktik yang meilanggar keiteintuian harga dasar, seirta meiningkatkan 

peimahaman peitani teintang hak meireika dalam transaksi juial beili gabah. Langkah-langkah 

preiveintif seipeirti sosialisasi dan peimbeirian informasi yang leibih jeilas meingeinai harga 

dasar dapat meimbantui meinceigah teirjadinya peilanggaran harga gabah di pasar. Dalam hal 

ini, teiori pidana Moeiljatno yang meineikankan peintingnya adanya uinsuir keisalahan dan 

niat jahat dalam suiatui tindak pidana dapat diteirapkan uintuik meinganalisis tindakan yang 

meiruigikan peitani teirseibuit. Jika teirbuikti bahwa peilakui tindak pidana dalam transaksi juial 

beili gabah teirseibuit teilah meilanggar keiteintuian yang ada deingan niat uintuik meimpeiroleih 

keiuintuingan yang tidak sah ataui deingan seingaja meiruigikan peitani, maka tindakan teirseibuit 

dapat dikeinakan sanksi pidana.  

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemerintah Dalam Mengawasi dan 

Menegakkan Harga Dasar Gabah Sehingga Terjadi Dugaan Pelanggaran 

Hukum Pidana Dalam Jual Beli Gabah Di Kabupaten Pinrang 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada 

dasarnya tidak terlepas dari sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilannya. 

Dalam teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan 

hukum harus mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi pidana 

terhadap pelanggar, tetapi juga harus mempertimbangkan 5 faktor berikut, 

diantaranya: 1). Faktor Hukum, 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana dan 

Prasarana, 4) Faktor Masyarakat, 5) Faktor Budaya. Untuk selanjutnya, faktor-faktor 

yang yang meinghambat peimeirintah dalam meingawasi dan meineigakkan harga dasar 

gabah di Kabuipatein Pinrang akan ditinjau dari kelima sisi aspek tersebut.  

1. Faktor Hukum  

Pada dasarnya suatu peraturan hukum yang ideal adalah hukum yang dapat memenuhi 

tujuan hukum salah satunya adalah kepastian (legal certainty). Aspek kepastian hukum 

menekankan agar hukum tersebut wajib dijalankan oleh pihak pemerintah dan 

aparaturnya, serta dipatuhi oleh pihak masyarakat. Aspek kepastian hukum juga penting 

untuk menjamin agar tidak terjadi kekosongan hukum atau perbuatan yang sewenang-

wenang . 
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Hukum harus memberikan kepastian hukum dan dirancang secara jelas agar dapat 

diimplementasikan dengan baik. Namun, dalam konteks penetapan harga dasar gabah di 

Kabupaten Pinrang, regulasi tersebut sering dianggap kurang relevan dengan kondisi 

pasar yang dinamis. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah 

dengan kenyataan di lapangan, seperti fluktuasi harga gabah yang tidak stabil. 

Berdasarkan wawancara dengan petani, ditemukan bahwa harga gabah yang diterima oleh 

mereka sering kali berada di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Seorang 

petani, Andi Saling20, menyatakan: “Harga gabah yang kami terima seringkali lebih 

rendah dari harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Kami merasa bahwa harga yang 

ditawarkan oleh pengumpul atau pedagang jauh dari harapan.” 

Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan harga dasar 

gabah, implementasinya di lapangan tidak efektif. Petani tetap menjual gabah di bawah 

harga dasar kepada tengkulak karena mereka menganggap harga pasar lebih realistis 

dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. 

2. Faktor Penegak Hukum  

Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak 

langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yaitu mereka yang mempunyai 

peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam 

masyarakat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan dan lain 

sebagainya. Penegakan hukum yang tegas dan efektif merupakan elemen penting dimana 

penegakan hukum yang baik tidak hanya bertumpu pada keberadaan aturan, tetapi juga 

pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Di Kabupaten 

Pinrang, ditemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan harga dasar gabah belum 

optimal. Jumlah aparat pengawas yang terbatas, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan 

rendahnya sanksi bagi pelanggar menyebabkan aturan harga dasar sulit diterapkan. Hasil 

wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa kendala dalam melaksanakan pengawasan lapangan secara rutin. M. Ilham,21 

seorang staf Dinas Pertanian, menyatakan: “Kami menghadapi kendala berupa 

keterbatasan jumlah personel pengawas di lapangan. Dengan wilayah Kabupaten Pinrang 

yang cukup luas, sulit bagi kami untuk memantau langsung seluruh transaksi pembelian 

gabah, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait, 

seperti Bulog atau aparat penegak hukum, juga masih perlu ditingkatkan agar pengawasan 

dapat berjalan lebih efektif.” 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum 

terhadap pelaksanaan harga dasar gabah di Kabupaten Pinrang disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

a. Keterbatasan jumlah personel pengawas, sehingga pengawasan tidak dapat 

dilakukan secara rutin, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. 

 
20 Andi Saling, Petani Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 18 November 2024 
21 M. ilham, Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 13 Januari 2025 
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b. Kurangnya koordinasi antarinstansi yang bertugas dalam pengawasan, seperti 

Dinas Pertanian, Bulog, dan aparat penegak hukum, sehingga pelanggaran tidak 

dapat ditindaklanjuti dengan baik. 

c. Rendahnya sanksi bagi pelanggar, yang menyebabkan pelaku tidak jera dan tetap 

melakukan praktik pembelian di bawah harga dasar. 

d. Budaya permisif di masyarakat terhadap pelanggaran harga dasar gabah, yang 

menganggap praktik tersebut sebagai hal biasa. 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau 

fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar dan penegak hukum 

tidak akan mungkin dapat menjalankan perananya secara baik. Sarana atau fasilitas 

tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup 

dan seterusnya. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan juga 

menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan harga dasar gabah. keberhasilan hukum 

sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang memadai. Namun, di Kabupaten Pinrang, 

keterbatasan fasilitas seperti gudang penyimpanan gabah, akses pasar yang kurang luas, 

serta distribusi yang tidak efisien, membuat petani terpaksa menjual gabah mereka kepada 

tengkulak dengan harga murah untuk menghindari kerusakan. Hasil wawancara dengan 

petani di Kabupaten Pinrang menguatkan hal ini. Salah seorang petani, Andi Saling, 
22mengungkapkan: “Kami tidak punya gudang penyimpanan yang memadai untuk 

menyimpan gabah dalam waktu lama. Kalau tidak segera dijual, gabah akan rusak. Jadi, 

kami sering terpaksa menjualnya kepada tengkulak meskipun harganya rendah. Biaya 

untuk membawa gabah ke pasar sangat tinggi, jadi kami lebih memilih menjual langsung 

ke tengkulak yang datang ke desa. Mereka menawarkan harga lebih rendah, tapi kami 

tidak punya pilihan lain” 

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur penyimpanan menjadi salah 

satu penyebab utama mengapa petani tidak bisa memanfaatkan harga dasar yang 

ditetapkan pemerintah. Selain itu, akses pasar yang sulit dijangkau di beberapa wilayah 

juga menjadi kendala besar. Transportasi hasil panen juga menjadi tantangan besar, 

terutama bagi petani yang berada di daerah pedesaan dengan infrastruktur jalan yang 

kurang memadai.  

4. Faktor Masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 

didalam masyraakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat 

dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut bagian yang terpenting dari masyarakat 

yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyrakat. Semakin tinggi 

tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyrakat, maka 

akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Soerjono 

Soekanto menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung 

penegakan hukum. Kesadaran hukum yang rendah dapat menghambat pelaksanaan 

 
22 Andi Saling, Petani Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 18 November 2024 
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kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Di Kabupaten Pinrang, 

banyak petani yang belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan harga dasar gabah 

yang ditetapkan pemerintah. Minimnya sosialisasi dari pihak terkait membuat petani 

cenderung mengutamakan kebutuhan ekonomi jangka pendek daripada mematuhi 

kebijakan yang ada. Hasil wawancara dengan beberapa petani menguatkan pernyataan 

ini. Seorang petani bernama Musawwir 23 mengungkapkan: “Saya pernah dengar soal 

harga dasar gabah dari pemerintah, tapi tidak tahu persis berapa besarannya dan 

bagaimana cara menjual gabah sesuai harga itu. Kebanyakan petani seperti saya hanya 

menjual ke tengkulak yang datang langsung ke desa.” 

Minimnya informasi dan pemahaman ini membuat petani sering kali mengambil 

keputusan berdasarkan kebutuhan ekonomi mendesak, tanpa mempertimbangkan 

ketentuan yang berlaku.  Kondisi ini mencerminkan bahwa kurangnya sosialisasi dari 

pihak terkait, seperti dinas pertanian atau lembaga pemerintah lainnya, menjadi salah satu 

penyebab rendahnya kesadaran hukum di kalangan petani. Dinas Pertanian Kabupaten 

Pinrang juga mengakui adanya keterbatasan dalam memberikan edukasi kepada petani 

terkait kebijakan harga dasar gabah.  Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu 

elemen penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Dalam hal ini, 

rendahnya kesadaran hukum di kalangan petani Kabupaten Pinrang menjadi salah satu 

faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan harga dasar gabah. Untuk 

meningkatkan kesadaran hukum, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih 

merata dan efektif, terutama kepada petani di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. 

Langkah-langkah seperti pelatihan kelompok tani, penyebaran informasi melalui media 

lokal, dan penyediaan saluran komunikasi langsung dengan dinas terkait dapat membantu 

petani memahami hak-hak mereka dan cara memanfaatkan kebijakan harga dasar gabah. 

5. Faktor budaya 

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana 

yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa 

yang dianggap buruk. Oleh karena itu semakin banyak persesuaian antara hukum dengan 

kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, 

apabila suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan 

peraturan hukum tersebut. 

Budaya masyarakat juga berperan dalam efektivitas penegakan hukum. Di Kabupaten 

Pinrang, terdapat budaya ekonomi yang telah terbentuk di mana petani sangat bergantung 

pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Tengkulak sering kali menawarkan 

kemudahan seperti pembelian langsung di lokasi, pembayaran tunai, dan penyerapan 

gabah dalam jumlah besar, meskipun harga yang ditawarkan berada di bawah harga dasar. 

Hasil wawancara dengan beberapa petani di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa 

ketergantungan pada tengkulak sangat tinggi. Salah satu petani, Laupe24 mengungkapkan: 

 
23 Musawwir, Petani Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 18 November 2024 
24 Laupe, Petani Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 18 November 2024 
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“Kami lebih memilih menjual ke tengkulak karena mereka datang langsung ke rumah 

kami untuk mengambil gabah. Kalau menjual ke pasar atau lembaga pemerintah, kami 

harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, dan itu tidak memungkinkan bagi 

kami.” 

Budaya ketergantungan pada tengkulak ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah 

dalam memastikan kebijakan harga dasar gabah berjalan efektif. Meskipun pemerintah 

telah menyediakan saluran resmi untuk menjual hasil panen, banyak petani yang merasa 

bahwa saluran tersebut kurang mendukung kebutuhan mereka secara praktis dan efisien. 

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis dari pemerintah untuk meningkatkan 

aksesibilitas pasar formal dan memberikan edukasi kepada petani tentang pentingnya 

memanfaatkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk melindungi kesejahteraan mereka. 

Dalam konteiks juial beili gabah yang tidak seisuiai deingan harga dasar yang diteitapkan oleih 

peimeirintah Kabuipatein Pinrang, teirdapat duigaan peilanggaran huikuim pidana yang dapat 

teirjadi seibagai akibat dari keitidakmampuian peimeirintah dalam meilakuikan peingawasan 

yang eifeiktif seirta peineigakan huikuim yang kuirang teigas. Dalam hal ini, beibeirapa faktor 

yang meinghambat peineirapan harga dasar gabah meinjadi akar peinyeibab teirjadinya 

peilanggaran teirseibuit. Beirdasarkan hasil wawancara deingan beibeirapa pihak teirkait, 

diteimuikan beibeirapa keindala yang meimpeirbuiruik situiasi, yang mana jika dilihat dari 

peirspeiktif huikuim pidana, dapat meilibatkan peilanggaran teirhadap peiratuiran yang suidah 

diteitapkan oleih neigara, teiruitama teirkait deingan peirlinduingan teirhadap keipeintingan 

peitani seibagai salah satui pihak yang reintan dalam transaksi juial beili gabah. 

Meinuiruit Moeiljatno, peilanggaran huikuim pidana teirjadi apabila teirdapat tindakan yang 

meilawan huikuim yang dilakuikan deingan niat ataui keilalaian, dan dalam hal ini, hal itui 

dapat dikaitkan deingan prinsip-prinsip huikuim pidana yang meinyangkuit tindakan 

meilawan huikuim seirta peineirapan sanksi teirhadap peilakui peilanggaran teirseibuit. 25Pada 

sisteim juial beili gabah, para peitani seiring kali teirteikan oleih teingkuilak uintuik meinjuial 

gabah deingan harga yang leibih reindah dari harga dasar yang diteitapkan oleih peimeirintah, 

meiskipuin meireika meinyadari bahwa tindakan teirseibuit tidak seisuiai deingan peiratuiran yang 

beirlakui. Keiteirgantuingan peitani pada teingkuilak uintuik meimeinuihi keibuituihan hiduip 

meireika, teiruitama pada muisim panein yang meilimpah, meimuincuilkan feinomeina di mana 

peitani meinjadi korban dari keitimpangan keikuiasaan dalam transaksi eikonomi, yang mana 

meiruipakan beintuik duigaan peilanggaran teirhadap huikuim yang ada. Tindakan teingkuilak 

yang meimanfaatkan situiasi ini dapat dianggap seibagai peirbuiatan yang meilanggar prinsip-

prinsip keiadilan eikonomi dan huikuim pidana yang beirlakui, teiruitama kareina ada uinsuir 

peimaksaan dalam juial beili gabah di bawah harga dasar yang diteitapkan 

peimeirintah.Dalam peirspeiktif teiori pidana Moeiljatno, keitidakmampuian peimeirintah 

dalam meingawasi dan meineigakkan keibijakan harga dasar gabah juiga beirpoteinsi 

meinimbuilkan peilanggaran huikuim dalam beintuik keilalaian ataui tindakan yang meilawan 

huikuim. Seibagai peilaksana keibijakan, peimeirintah meimiliki keiwajiban uintuik meilinduingi 

 
25 Moeljatno. (1993). Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 69 . 
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keipeintingan masyarakat, teirmasuik peitani, dari prakteik-prakteik eikonomi yang tidak adil. 

Jika peingawasan yang leimah meingarah pada keitidakteigasan dalam meineigakkan atuiran 

yang ada, maka pihak yang diruigikan, dalam hal ini peitani, dapat dianggap seibagai 

korban dari tindakan yang meilawan huikuim yang dilakuikan oleih teingkuilak ataui bahkan 

peinguisaha peinggilingan yang tidak meimatuihi harga dasar gabah yang diteitapkan. Dalam 

hal ini, teirdapat keimuingkinan beisar bahwa tindakan para peilakui dapat digolongkan dalam 

tindak pidana yang meiruigikan keipeintingan peitani dan beirteintangan deingan keibijakan 

peimeirintah yang beirtuijuian meilinduingi keiseijahteiraan peitani. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Duigaan peilanggaran huikuim pidana yang teirjadi dalam sisteim juial beili gabah yang tidak seisuiai 

deingan harga dasar yang diteitapkan oleih peimeirintah Kabuipatein Pinrang meinceirminkan 

keitidakseisuiaian antara keibijakan harga dasar yang diharapkan deingan keinyataan di lapangan. 

Hal ini meincakuip peimbeilian gabah di bawah harga dasar, peingabaian peirlinduingan teirhadap 

peitani, seirta keitidakmampuian peimeirintah dalam peingawasan yang eifeiktif. Beirdasarkan 

wawancara deingan peitani, meireika seiring kali teirpaksa meinjuial gabah deingan harga leibih 

reindah akibat keiteirgantuingan eikonomi dan minimnya peimahaman teintang keibijakan yang ada. 

Praktik ini meingarah pada peilanggaran huikuim pidana, di mana pihak yang teirlibat, seipeirti 

teingkuilak ataui peimilik peinggilingan, dapat dikeinakan sanksi jika teirbuikti meilanggar atuiran 

deingan niat uintuik meiruigikan peitani.  Teirdapat beibeirapa faktor yang meinghambat peimeirintah 

Kabuipatein Pinrang dalam meilakuikan peingawasan dan peineigakan harga dasar gabah, yang pada 

akhirnya meimbuika peiluiang teirjadinya duigaan peilanggaran huikuim pidana. Salah satui faktor 

uitama adalah keiteirgantuingan peitani teirhadap teingkuilak yang meimaksa meireika uintuik meinjuial 

gabah di bawah harga dasar, meiskipuin meireika meingeitahuii hal ini beirteintangan deingan 

reiguilasi. Seilain itui, keitidakmampuian peimeirintah dalam meingawasi seicara eifeiktif, di teingah 

minimnya peimahaman peitani teintang harga dasar, meimpeirbuiruik situiasi ini. Peimeirintah 

Kabuipatein Pinrang peirlui meiningkatkan peingawasan teirhadap praktik juial beili gabah uintuik 

meimastikan bahwa harga dasar yang diteitapkan dapat diteirapkan seicara konsistein. Hal ini dapat 

dilakuikan deingan meimpeirkuiat peiran aparat peingawasan di tingkat deisa dan keicamatan, seirta 

meimbeirikan peilatihan keipada peituigas uintuik meingeinali indikasi peilanggaran huikuim pidana 

yang teirjadi di lapangan. 

UNGKAPAN TERIMAKASIH  

Bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan inayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa penulis mengirimkan Shalawat beserta salam 

semoga tercurah limpahkan kepangkuan baginda tercinta, hakim termulya yang adil dan 

bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis pejuang reformasi yang anti 

korupsi, yaitu baginda nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada kedua orang tua 

saya yang sangat kontributif dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tak lupa saya 

ucapkan terima kasih kepada Kamri Ahmad dan Muhammad Ya’rif . Karena telah 

memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam 

penyusunan penelitian ini. Serta Bapak Dachran Busthami dan Bapak Ahmad Fadhil atas 

kritik dan saran yang diberikan terhadap penelitian ini. Terimakasih pula kepada teman-

teman yang penulis tidak bisa disebutkan satu-persatu senantiasa menemani dan saling 



Legal Dialogica 

Volume 1 Issue 1 
 

17 

mendukung pada masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya 

semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. 

REFERENSI  

(1) Ahmad Redi. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan 

Batubara. Jakarta Timur; Sinar Grafika. 

(2) Eko Tulus Wibowo. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam 

Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, 

Dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Ketahanan Nasional, 26(2), 204. 

(3) Hambali Thalib., et al. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar. 

(4) Kamri Ahmad.  (2022). Upaya Pemberantasan Korupsi. Makassar: Nas Media Pustaka 

(5) Kementerian Agama, R. I. (2014). al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: PT. Hati Emas. 

(6) Moeljatno. (1993). Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 69 . 

(7) Nugroho Joko Prastowo., et al. (2008). Pengaruh Distribusi Dalam Pembentukan Harga 

Komoditas dan Implikasinya Terhadap Inflasi. Bank Indonesia, hlm 9. 

(8) Palupi Puspitorin., et al.  (2022). Pengantar Ilmu Pertanian. Klaten: Penerbit Lakeisha, 

(9)  Prabowo, A., & Pudjianto, M. (2023). Logistics Costs of Rice and Soybean: Issues, 

Challenges, and the Impact of Regulations. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies 

(CIPS), hlm 12. 

(10) Sahara., et al. (2024). Ekonomi Dan Bisnis: Teori Dan Praktik. Yogyakarta: Selat Media 

(11) Wawancara Bersama pemilik penggilingan padi kabupaten pinrang 

(12) Wawancara Bersama petani kabupaten pinrang  

(13) Wawancara bersama staf Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang  


